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Adanya perbedaan pendapat mengenai pembagian harta waris antara anak 
laki-laki dan perempuan menjadikan masalah tersendiri di kalangan masyarakat, 
ada yang berpendapat pembagian harta waris harus dilakukan sesuai dengan 
hukum Islam yaitu antara anak laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 2:1, 
namun di satu pihak, pembagian waris harus dilaksanakan sesuai dengan KUH 
perdata karena mereka menganggap pembagian waris sama rata merupakan 
pembagian yang tepat untuk memenuhi unsur keadilan. 
Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu jenis 
penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku yang berkaitan dengan pokok 
pembahasan dan juga literatur lainnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 
metode komparatif, yaitu analisis terhadap letak persamaan dan perbedaannya 
untuk ditarik suatu alternatif yang komparatif. Penelitian ini membandingkan 
perbedaan peraturan hukum Positif di Indonesia khususnya hukum perdata BW 
yang mengatur mengenai waris dan membandingkannya dengan hukum Islam. 
Mengenai pembagian waris baik antara hukum Perdata BW dan hukum 
Islam, pembagian harta waris dalam bentuk dan cara apapun, semua itu ditujukan 
untuk kebaikan setiap orang, yang paling utama dari pembagian waris adalah 
bagaimana pembagian tersebut dapat memenuhi unsur keadilan serta 
kemaslahatan, setiap ahli waris hendaknya saling mengetahui berapa bagian harta 
warisnya masing-masing yang diterima menurut hukum Islam, kemudian 
dilakukan pembagian secara kekeluargaan yaitu dengan kesepakatan walau kadar 
pembagian antara laki-laki dan perempuan disini dapat berbeda dari aturan hukum 
Islam 
 
Kata Kunci: waris anak laki-laki dan perempuan, KUH Perdata, Hukum Islam
 xi 
 
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
 
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini 
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara  Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 
 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب ba῾ B Be 
ت ta῾ T Te 
ث Śa Ś es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h h{ ha (dengan titik di bawah) 
خ khaʹ Kh kadan ha 
د Dal D De 
ذ z\al z\ zet (dengan titik di atas) 
ر ra῾ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy esdan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض d{ad d{ de (dengan titik di bawah) 
ط t{a’ t{ te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa‟ ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain …. „…. Koma terbalik keatas 
غ Gain G Ge 
ؼ fa῾ F Ef 
ؽ Qaf Q Qi 
 xii 
 
ؾ Kaf K Ka 
ؿ Lam L El 
ـ Mim M Em 
ف Nun N En 
ك Waw W We 
ق ha῾ H Ha 
ء Hamzah ' Apostrof 
م ya῾ Y Ye 
 
B. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal 
atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
1. Vokal Pendek 
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat 
yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  
 
Fatḥah Fatḥah A 
 
  
Kasrah Kasrah I 
ك Ḍammah ḍammah U 
 
2. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: 
Nama Huruf 
Latin 
Nama Contoh Ditulis 
Fatḥah dan ya Ai a dan i مكنيب Bainakum 






3. Vokal Panjang 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya sebagai berikut: 
Fathah + alif ditulis ā Contoh  ةيلىاج ditulis  ja hili  ah 
Fathah+ ya‟ ditulis ā Contoh ىسنت ditulis tans  
Kasrah + ya‟ mati ditulis ī Contoh  يمرك ditulis karῑm 
Dammah + wảwu mati ditulis ū Contoh  ضكرفditulis furūḍ 
 
C. Ta’ Marbūṯah 
1. Bila dimatikan, ditulis h: 
ةمكح Ditulis ḥikmah 
ةيزج Ditulis jizyah 
2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t: 
الله ةمعن Ditulis ni„matull h 
3. Bila ta‟marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, 
serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditranslitrasikan dengan ћ (h). 
Contoh: 
 لاا ةضكرؿافط  Rauḍah al-aṭf l 
ةرٌونلما ةنيدلما Al-Madīnah al-Munawwarah 
D. Syaddah (Tasydīd) 
Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap: 
ةددعتم Ditulis mutaˊaddidah 
ةدع Ditulis „iddah 
 
E. Kata SandangAlif + Lām 
1. Bila diikuti huruf Qamariyah 
عي دبلا Ditulis al-badi’u 
سايقلا Ditulis al- i  s 
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2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah 
ءامسلا Ditulis  as- am ‟ 
سمشلا Ditulis  asy-Syams 
 
F. Hamzah 
Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. 
Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh: 
ئيش Ditulis s aīun 
ذختأ Ditulis ta‟khużu 
ترمأ Ditulis umirtu 
 
G. Huruf Besar 
Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang 
diperbaharui (EYD). 
H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut 
bunyi atau pengucapan atau penulisannya 
ةنسلا لىأ Ditulis ahl as-sunnah 
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A. Latar Belakang  Masalah 
Islam merupakan agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad 
SAW dan turun di tanah Arab dalam keadaan yang jauh dari peradaban 
manusia yang dikehendaki oleh Allah. Islam datang bagai angin surga yang 
mau mencoba mengembalikan harkat dan martabat manusia yang telah sekian 
lama hilang. 
Dalam Islam harkat dan martabat manusia merupakan prioritas utama, 
sehingga penghormatan terhadap manusia ketika seorang manusia masih 
hidup sampai meninggal dunia. Agama Islam merupakan agama yang 
berusaha mengatur umat-Nya agar tercipta keadilan, kesejahteraan dan 
kedamaian. Dari seluruh hukum yang ada dan berlaku, dewasa ini selain 
hukum perkawinan hukum kewarisan juga merupakan bagian penting bahkan 




Sebagai anggota masyarakat, apabila berbicara tentang seseorang yang 
meninggal dunia maka akan tertuju pada masalah warisan. Warisan 
mempunyai tiga rukun yaitu.
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1
 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al- ur‟an dan hadits, cet. 6 (Jakarta: 
Tintamas, 1981), hlm. 1. 
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1. Maurus, yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh simati yang bakal 
dipusakai oleh para ahli waris setelah diambi luntuk biaya-biaya 
perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat. 
2. Muwarris, yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati hakiki maupun 
mati hukmi. 
3. Waris, yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan sima waris 
lantaran mempunyai sebab-sebab buntuk mempusakai, seperti adanya 
ikatan perkawinan, hubungan darah (keturunan) dan hubungan hak 
perwalian dengan simuwarris. 
Dalam persoalan kewarisan, di tengah–tengah masyarakat apabila 
berbicara mengenai keadilan dalam pembagian pewarisan cenderung menipis. 
Oleh karena itu penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat dalam 
kewarisan tidak disebabkan oleh rendahnya ilmu pengetahuan agama, 
melainkan juga dapat disebabkan karena pengaruh budaya dan struktur sosial. 
Pembagian harta warisan dijelaskan dalam al-Qur‟an Surat An-Nisa 
ayat 11: 
 ىلىػف ًٍيْىػتىػنٍػثا ىؽٍوىػف نءاىسًن هنيك ٍفًإىف ۚ ًٍيْىػيىػثٍػنيٍلْا 
ًٌظىح يلٍثًم ًر ىكهذلًل ۖ ٍميًكد ىلاٍكىأ فِ يهللَّا يميكيًصويي هنيه
 ىك ۖ ىؾىرىػت اىم اىثيليػث ىؾىرىػت اهمِ يسيدُّسلا اىميهٍػنًم 
ودًحاىك ًٌليكًل ًوٍيىوىػبىًلْىك ۚ يفٍص
ًٌنلا اىهىلىػف نة ىدًحاىك ٍتىناىك ٍفًإ
 ىوٍخًإ يوىل ىفاىك ٍفًإىف ۚ يثيلُّػثلا ًو
ًٌميًلِىف يهاىوىػبىأ يوىًثرىكىك هدىلىك يوىل ٍنيكىي ٍىلَ ٍفًإىف ۚ هدىلىك يوىل ىفاىك ٍفًإ ًو
ًٌميًلِىف هة
 يسيدُّسلاۚ  ٍم يكىل يبىرٍػقىأ ٍميهُّػيىأ ىفكيرٍدىت ىلا ٍميكُياىنٍػبىأىك ٍميكُي َى ب  ونٍيىد ٍكىأ اى
ًِ  ًصويي وةهيًصىك ًدٍعىػب ٍنًم 
انميًكىح انميًلىع ىفاىك ىهللَّا هفًإ  ًهللَّا ىنًم نةىضًيرىف ۚ انعٍفىػن 
Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-
anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian 
dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan 
lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang 




memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-
masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang 
meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak 
mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya 
mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa 
saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian 
tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) 
sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, 
kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat 
(banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 
 
Perkembangan zaman yang semakin modern ini melahirkan pemikiran-
pemikiran modern mengenai suatu ilmu pengetahuan dan perbedaan pendapat 
dalam memahami ilmu tersebut. Sehubungan dengan pembagian waris, yang 
kemudian lahir lahan alisis gender yang berusaha untuk mendapatkan 
pembagian waris yang sama antara laki-laki dan perempuan. 
Berbicara tentang kaum perempuan memang selalu aktual, menarik dan 
tak pernah ada habisnya, sama halnya sewaktu kita membicarakan tentang 
tahta dan harta. Hal ini disebabkan perempuan itu pada suatu saat dapat 
menjadi “Ratu Dunia”, tapi pada saat yang lain dapat menjadi “Racun Dunia”. 
Kesemuanya sejatinya bermuara pada bagaimana masyarakat dan perempuan 
itu sendiri mampu memposisikan dan menjadikan dirinya sendiri di tengah 
kehidupan masyarakat. 
Dalam konteks ini sesungguhnya Islam yang norma-normanya berasal 
dari gugusan wahyu Ilahi, telah menempatkan perempuan pada posisi yang 
sangat terhormat dan mulia sesuai dengan kodrat dan tabiatnya, tidak berbeda 
dengan kaum laki-laki dalam masalah kemanusiaan dan hak-haknya. Oleh 




ada yang menilai bahwa ajaran Islam bersikap diskriminatif terhadap kaum 
perempuan. Apalagi jika dibandingkan dengan ajaran, sikap dan adat-istiadat 
di luar Islam, sungguh perhatian dan penghargaan hukum Islam terhadap 
kaum perempuan sungguh luar biasa. 
Sampai saat ini di Indonesia belum terbentuk hukum kewarisan secara 
nasional yang dapat mengatur pewarisan secara nasional. Sehingga dalam 
hukum kewarisan Indonesia dapat menggunakan berbagai macam sistem 
pewarisan, antara lain sistem hukum kewarisan menurut KUH Perdata, sistem 
hukum kewarisan menurut hukum adat dan sistem kewarisan menurut hukum 
Islam.
3
 Dalam pembagiannya antara sistem hukum kewarisan menurut hukum 
Islam dengan sistem hukum kewarisan menurut KUH Perdata ada perbedaan, 
yaitu menurut hukum Islam, laki-laki mendapatkan satu dan perempuan 
mendapatkan setengah, sedangkan menurut KUH Perdata pasal 852 ayat 1, 
antara laki-laki dan perempuan bagiannya sama, yaitu satu banding satu (1:1).
4
 
Dari perbedaan kedua hukum ini tidak jarang terjadi perdebatan 
dikalangan masyarakat hingga berujung pada perselisihan karena perbedaan 
pendapat mengenai kedudukan waris anak perempuan. Ada yang berpendapat 
bahwa pembagian waris harus dilakukan sesuai dengan hukum Islam yaitu 
antara anak laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 2:1, namun di satu 
pihak, pembagian waris harus dilaksanakan sesuai dengan KUH perdata 
karena mereka menganggap pembagian waris sama rata merupakan 
pembagian yang tepat untuk memenuhi unsur keadilan. 
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Melihat latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih 
dalam sebuah skripsi dengan judul “Kedudukan Perempuan dalam Hukum 
Kewarisan KUHPerdata (BW) dan Hukum Kewarisan Islam”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana kedudukan perempuan dalam sistem hukum wari perdata dan 
sistem hukum kewarisan Islam. 
 
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat disusun tujuan  dan 
kegunaan penelitian sebagai berikut: 
1. Tujuan penelitian 
Ada pun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah 
Untuk mengetahui bagaimana kedudukan perempuan dalam sistem hukum 
perdata dan sistem hukum kewarisan Islam. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Untuk memberikan pengetahuan tentang kedudukan perempuan dan 
bagian waris bagi seorang perempuan, serta sekaligus sebagai acuan 
bagi peneliti berikutnya yang akan membahas tentang kedudukan 
perempuan. 
b. Sebagai kontribusi wacana dikalangan akademisi, agar ikut melindungi 




D. Definisi Operasional 
Judul yang dipilih dalam penelitian ini adalah “Kedudukan Perempuan 
Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Perdata (BW) Dan Hukum Kewarisan 
Islam” untuk menghindari kesalahan pahaman judul di atas, maka peneliti 
akan tegaskan pengertian-pengertian yang terdapat dalam judul di atas: 
1. Kedudukan Perempuan 
Kedudukan perempuan Dalam Fiqh, UUP (Undang-Undang 
Perkawinan) dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) sudah banyak mengatur 
tentang waris tersebut, bahkan pada akhir-akhir ini muncul CLD KHI 
(Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam) yang juga ikut mengatur 
tentang pembaharuan hukum Islam yang lebih menekankan pada 
kesetaraan gender, para aktifis gender mempunyai keinginan adanya 
kesetaraan hak antara laki-laki dan wanita. Musdah Mulia "Mutiara dari 
selatan" menginginkan bahwa pembagian waris laki-laki dan wanita 
adalah sama yaitu 2:2 / 1:1, karena pada dasarnya peran dan tanggung 
jawab laki-laki dan wanita itu sama.
5
 
2. Hukum Waris 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waris berarti 
Orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah 
meninggal.
6
 Di dalam bahasa Arab kata waris berasal dari kata  اثرو–  ثري- 
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Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta 
kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya 
bagi para ahli waris.
8
 Secara terminologi, pengertian hukum kewarisan 
adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-
bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap yang berhak. 
Dalam redaksi lain, Hasby Ash-Shiddieqy mengemukakan, hukum 
kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi 




Jadi hukum waris merupakan seperangkat hukum yang mengatur 
perpindahan atau beralihnya harta kekayaan yang ditinggalkan dari 
pewaris ke ahli waris karena kematian baik memiliki hubungan antar 
mereka maupun pihak lain. 
3. Hukum Kewarisan Perdata (BW) 
Hukum waris menurut BW adalah aturan hukum yang mengatur 
tentang perpindahan hak kepemilikan harta kekayaanya itu, merupakan 
keseluruhan hak-hak dan kewajiban, dari orang yang mewariskan terhadap 
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Dalam hukum waris menurut BW. berlaku suatu asas bahwa “ 
apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan 
kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya”. Hak-hak dan 
kewajiban tersebut sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta 
kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang . 
sebagaimana tertera dalam pasal 830 KUH Perdata yaitu, pewarisan hanya 
berlangsung karena kematian. Maksudnya, bahwa jika seorang meninggal 
dunia, maka seluruh hak dan kewajibannya beralih/berpindah kepada ahli 
warisnnya. Selanjutnya tercantum dalam pasal 833 KUHPerdata yaitu, 
sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak 




4. Hukum Kewarisan Islam 
Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang 
peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal 
serta akibatnya bagi para ahli warisnya.
12
 Dan juga berbagai aturan tentang 
perpidahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta, 
seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah 
lain waris disebut juga dengan fara‟id, yang artinya bagian tertentu yang 
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dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan 
yang telah di tetapkan bagianbagiannya.
13
 Adapun beberapa istilah tentang 
waris yaitu : 
a. Waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima 
warisan. Ada ahli waris yang sesungguhnya yang memiiki hubungan 
kekerabatan yang dekat akan tetapi tidak berhak menerima warisan. 
Dalam fiqih mawaris, ahli waris semacam ini disebut ini disebut 
dzawil arham. Hak-hak waris bisa ditimbulkan karena hubungan darah, 




b. Al-Muwarrits, ialah orang yang diwarisi harta benda peninggalan. 
Yaitu orang yang meninggal baik itu meninggal secara hakiki, secara 
taqdiry (perkiraan), atau melalui keputusan hakim. Seperti orang yang 
hilang (al-mafqud) dan tidak tahu kabar beritanya setelah melalui 
pencaharian dan persaksian, atau tenggang waktu tertentu hakim 
memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia melalui keputusan 
hakim. 
c. Al-Mauuruts, ialah harta warisan yang siap dibagi kepada ahli waris 
sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan zenazah (tajhiz al-
janazah), pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat. 
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d. Waratsah, ialah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Ini 
berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak 
bisa dibagi-bagi, karena menjadi milik kolektif semua ahli waris. 
e. Tirkah, ialah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia 
sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan 
utang dan pelaksanaan wasiyat yang dilakukan oleh orang yang 
meninggal ketika masih hidup.
15
 
Jadi hukum kewarisan Islam adalah himpunan aturan-aturan hukum 
yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta 
peninggalan dari si meninggal dunia, bagaimana kedudukan ahli waris, 
berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna. 
 
E. Telaah Pustaka 
Telaah pustaka adalah mencari atau mempelajari teori-teori, konsep-
konsep, generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teoritis bagi 
penelitian yang akan dilakukannya. Landasan teori ini mempunyai dasar yang 
kokoh dan bukan sekedarc oba-coba.
16
 Disini juga menyajikan cara-cara untuk 
menginter presentasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan 
hasil-hasil penelitian yang terdahulu.
17
 
Dalam bukunya Muhammad Shahrur, Al-Kitāb wa al-qur‟ān: Qirāah 
Muā‟sirah yang diterjemahkan oleh Sahiron Syamsudin dengan judul Prinsip 
dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, menerangkan bahwa 
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Hukum kewarisan Islam berada pada posisi batas yang ketiga dalam teori 
batas yaitu Batas Minimal dan Batas Maksimal Bersamaan, jika beban 
ekonomi keluarga sepenuhnya atau 100% ditanggung oleh pihak laki-laki, 
sedangkan pihak perempuan sama sekali tidak terlibat atau 0%, dalam kondisi 
ini batasan hukum Allah dapat diterapkan, yaitu memberikan dua bagian 
kepada laki-laki dan satu bagian bagi perempuan. Menurut Shahrur, 
prosentase bagian minimal bagi perempuan adalah 33,3% sedangkan bagian 
maksimal bagi laki-laki adalah 66,6%. Dalam prosentase batas tersebut 
terdapat kebebasan untuk membagi harta waris sesuai dengan keinginan 
masing-masing asalkan tidak melanggar batas prosenrase minimal dan 
maksimal yang telah ditentukan. 
Dalam buku Nahwa Usūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī, yang di 
terjemahkan oleh Sahiron Syamsudin dengan judul Metodologi Fiqih Islam 
Kontemporer, Shahrur menyuguhkan suatu model pembacaan, khususnya 
yang terkait dengan isu-isu perempuan, soal waris, wasiat, poligami dan 
kepemimpinan, yang masih aktual dan menurut Shahrur, belum terpecahkan 
secara komprehensif hingga dewasa ini.
18
 dalam buku ini, Shahrur juga 
berpendapat bahwa undang-undang kewarisan Islam sudah saatnya dirubah, 
dalam buku ini juga Shahrur menghadirkan beberapa argumen beliau 
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Munawir Sjadzali dalam bukunya Ijtihad Kemanusiaan, menerangkan 
bahwa jika penafsiran al-Qur‟an dilakukan secara menyeluruh, dalam arti 
bahwa penafsiran yang dilakukan senantiasa mengaitkan antara ayat yang satu 
dengan ayat yang lain, maka permasalahan tentang pembagian waris dapat 
diataasi. Ayat 176 dari surat an-Nisa (4) yang secara eksplisit menyatakan 
bahwa anak laki-laki mendapat bagian dua kali lebih besar dari anak 
perempuan, apabila diakaitkan dengan surat lain yang berisi perintah untuk 
berbuat adil dan kebajikan, maka akan terlahir suatu pemahaman bahwa suatu 
ketentuan hukum itu harus sesuai dengan semangat keadilan ditengah 
masyarakat, di mana hukum itu akan diberlakukan.
20
 
Dalam Bukunya A. Sukris Sarmadi yang berjudul Transendensi 
Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif menerangkan bahwa secara ide 
masyarakat muslim menerima konsep waris antara lelaki dan perempuan 2:1, 
tetapi dalam prakteknya masyarakat menjalankan sistem pembagian 1:1 antara 
lelaki dengan perempuan. Masyarakat muslim sendiri tanpa disadari telah 
melakukan suatu pembaruan terhadap sistem kalkulasi pembagian harta 
warisan 2:1 Menjadi 1:1.
21
 
Salah satu kajian yang dilakukan oleh Khairudin Nasution terhadap 
artikel Fazlur Rahman, yang berjudul Fazlur Rahman, Tentang Wanita, dalam 
tulisan tersebut dijelaskan tentang adanya kesataraan antara kaum laki-laki dan 
kaum wanita dalam berbagai segi kehidupan, demikian pula terhadap 
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pembagian harta warisan, wanita sekiranya mempunyai hak yang sama dengan 
laki-laki dalam pembagian harta warisan, menurut beliau telah terjadi 
diskriminasi dan ketidak adilan antara kaum laki-laki dan kaum wanita dalam 
pembagian harta warisan, disini konsep keadilan dan kemaslahatan manusia 
menjadi titik tekannya, disini dinyatakan bahwa antara laki-laki dan wanita 
memiliki hak yang sama dalam pembagian warisan.
22
 
Wirdjono Projodikoro, mantan ketua Mahkamah Agung Republik 
Indonesia, mengatakan bahwa “hukum waris adalah hukum–hukum atau 
peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah 
berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia 
meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup”.23 
Pengertian waris timbul karena adanya kematian yang terjadi pada 
anggota keluarga, misalnya ayah, ibu atau anak apabila orang yang meninggal 
itu mempunyai harta kekayaan. Maka, yang menjadi persoalan 
bukanlahperistiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan 
oleh orang yang meninggal. 
Dengan demikian jelas, waris itu disatu sisi berakar pada keluarga 
karena menyangkut siapa yang menjadi ahli waris dan berakar pada harta 
kekayaan karena menyangkut waris atas harta yang ditinggalkan oleh 
almarhum. Dalam pengertian waris, yaitu anggota keluarga yang meninggal 
dan anggota yang ditinggalkannya atau yang diberi wasiat oleh almarhum. 
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Peristiwa kematian yang menjadi penyebab timbulnya pewaris kepada ahli 
waris. Obyek waris adalah harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Jika 
disimpulkan, maka Hukum Waris adalah peristiwa hukum yang mengatur 
tentang beralihnya warisan dari peristiwa karena kematian kepada ahli waris 
atau orang yang ditunjuk.
24
 Adapun ini adalah istilah-istilah yang 
dipergunakan dalam kewarisan perdata: 
1. Pewaris: adalah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta 
kekayaan. 
2. Ahli waris: adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia 
menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena 
meninggalnya pewaris. 
3. Hukum waris: adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus 
terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, mengatur 
peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang ysng 
meninggal, serta akibat-akibatnya bagi para ahli waris. 
4. Harta warisan: adalah kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan 
pasiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada ahli waris. 
Keseluruhan kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang menjadi milik 
bersama ahli waris disebut boedel.
25
 
Dalam bukunya Nasaruddin Umar yang berjudul Argumen Kesetaraan 
Gender Perspektif al-Qur‟an, Nasaruddin berpendapat bahwa antara laki-laki 
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maupun wanita mempunyai kesamaan (kesetaraan) dalam berbagai hal, seperti 
persamaan sebagai hamba Allah, persamaan asal usul kejadian dan substansi 
kejadian manusia, namun kesamaan ini bukan berarti sama (setara) dalam 
semua segi bidang kehidupan, namun, kajian ini tidak disertai dengan 
implikasi dalam pembagian waris.
26
 Namun demikian dalam penelitian hingga 
saat ini belum ada yang secara jelas membahas mengenai pembaruan hukum 
kewarisan Islam dalam perspektif Munawir Sjadzali dan Muhammad Shahrur, 
meskipun sudah banyak buku-buku yang menerangkan tentang pembagian 
waris murut Islam ataupun menurut Counter Legal Draft Kompilasi Hukum 
Islam, dalam skripsi ini, pembahasan lebih ditekankan pada aspek pemahaman 
antara pemikiran Munawir Sjadzali tentang pembaruan hukum kewarisan 
Islam dengan Teori Reaktualisasi Ajaran Islam dan pemikiran Muhammad 
Shahrur tentang pembaruan hukum kewarisan Islam dengan Teori Batas/ The 
Theory of Limit. 
 
F. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library 
research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk menghimpun dan 
menganalisis data yang bersumber dari data-data kepustakaan, baik berupa 
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buku, periodikal-periodikal seperti majalah-majalah ilmiah yang 
diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen dan 
materi perpustakaan lainya yang dapat dijadikan sumber rujukan suatu 
laporan ilmiah.
27
 Oleh karena jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan, 
maka semua data penelitian ini baik data primer maupun sekunder 
berdasarkan pada data-data kepustakaan. 
2. Sumber Data 
a. Sumber Data Primer 
Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek 
penelitian.
28
 Adapun yang termasuk sumber data primer disini terdiri 
dari kitab undang-undang hukum perdata (BW) yang mengatur tentang 
waris, buku berjudul Ilmu Waris karya Fatchur Rahman, Pokok-Pokok 
Hukum Perdata karya Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karya 
Subekti dan Tjitrosudibio. 
b. Sumber Data Sekunder 
Sumber Sekunder adalah sumber yang mengutip dari sumber 
lain. Sumber-sumber sekunder yang penulis kumpulkan untuk 
mendapatkan data-data dalam penyusunan skripsi ini adalah literatur-
literatur yang masih terkait dengan materi pembahasan baik secara 
langsung maupun tidak langsung. 
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Beberapa sumber data skunder penelitian ini antara lain buku 
yang berjudul Hukum kewarisan Islam karya Amir Syarifudin, dan 
Analisis Gender dan Tranformasi Sosial karya Mansour Fakih. 
3. Metode Pengumpulan Data 
Dalam Metode pengumpulan data penulis menggunakan metode 
dokumentasi yaitu suatu pengumpalan data dengan cara mengumpulkan 
bahan-bahan dokumen seperti catatan-catatan yang ada relevensinya 
dengan penelitian ini.
29
 Tekhnik pengumpulan data yang dilakukan penulis 
yakni dengan menganalisa data-data yang ada di dalam sumber-sumber 
rujukan secara mendalam dengan pendekatan dan metode. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 
metode dokumentasi. 
Dokumentasi dalam penelitian ini adalah mengupulkan data-data 
berupa tulisan yang relevan dengan permasalahan fokus penelitian.
30
 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
untuk mengetahui prinsip-prinsip dari suatu konsep untuk keperluan 
mendeskripsikan secara objektif-sistematis tentang suatu teks.
31
 Karena 
penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan maka penulis 
menggunakan metode dokumentasi dengan mengumpulkan data-data yang 
terkait dengan tema penelitian ini. 
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4. Metode Analisis Data 
Analisis data merupakan bagian kegiatan penelitian yang sangat 
penting.
32
 Analisis data merupakan proses pencandraan (description) dan 
penyusunan transkip interview serta material lain yang telah terkumpul. 
Maksudnya, agar penelitian dapat menyempurnakan pemahaman terhadap 
data tersebuat untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain dengan 
lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau dapatkan dari 
lapangan.
33
 Setelah melakukan pegumpulan data langkah selanjutnya 
adalah melakukan analisis data. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis 
data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan 
pengumpulan data.
34
Adapun metode analisis data yang dipakai dalam 
pembahasan ini adalah metode analisis kualitatif dengan menggunakan 
analisis isi (content analysis). Metode ini digunakan untuk mengetahui 
prinsip-prinsip dari suatu konsep untuk keperluan mendiskripsikan secara 
obyektif-sistematis tentang suatu teks. 
Dalam penelitian ini menggunakan analisis komparatif yaitu suatu 
usaha untuk mencari pemecahan masalah melalui analisis tentang 
hubungan sebab akibat, yaitu meneliti faktor-faktor tertentu yang 
berhubungan dengan situasi dan fenomena yang diselidiki dan 
membandingkan dengan faktor-faktor lain. Adapun dalam penelitian ini 
penulis menggunakan alur berpikir induktif. Alur berpikir induktif 
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merupakan metode berpikir yang bertitik tolak dari data-data khusus yang 
ada hubungannya dengan penelitian, kemudian diambil kesimpulan yang 
bersifat umum.
35
 Macam-macam metode yang digunakan dalam 
menganalisis masalah adalah sebagai berikut: 
a. Metode Analisa Isi (Konten Analisa) 
Metode ini digunakan untuk menganalisa istilah istilah tertentu 
dalam upaya menelusuri suatu kebenaran. Dengan demikian pengertian 
konten anaisa ialah metode yang meneliti bagemana sebenarnya istilah 
istilah tertentu yang dipakai agar yang demikian itu ditelusuri yang 
sebenarnya. 
b. Metode Induksi dan Deduksi 
Metode ini maksudnya ialah suatu cara untuk memperoleh 
kebenaran dalam suatu penelitian. Penelitian ini mengumpulkan bahan 
bahan yang beranjak secara umum dan baru kemudian dibuktikan 
secara husus gambaran secra umum disini diartikan sebagai proses atau 
sebagai pembuktian kebenaran dalam suatu penelitian. Oleh karenanya 
metode yang sesuai dengan pokok atau fokus kajian tesis ini adalah 




G. Sistematika Pembahasan  
Penulisan skripsi ini disusun dalam beberapa bab, yang sistematika 
pembahasanya adalah sebagai berikut: Bagian awal skripsi ini berisi halaman 
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 Saefudin Azhar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 40. 
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judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman nota dinas 
pembimbing, abstrak, halaman pedoman transliterasi arab-latin, halaman kata 
pengantar dan halaman daftar isi. 
BAB Pertama, Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode 
penelitian dan sistematika pembahasan. 
BAB Kedua, Merupakan landasan teori yang yang akan memberikan 
gambaran umum mengenai pengertian dan dasar hukum kewarisan Islam, 
macam-macam waris, serta rukun dan syarat waris menurut hukum Islam. 
BAB Ketiga, Merupakan landasan teori yang yang akan memberikan 
gambaran umum mengenai pengertian dan dasar hukum kewarisan menurut 
hukum perdata, macam-macam waris, serta rukun dan syarat waris menurut 
hukum Perdata BW. 
BAB Keempat, merupakan analisis komparatif tentang kedudukan 
perempuan dalam perspektif hukum kewarisan perdata (BW) dan hukum 
kewarisan Islam. 
BAB Kelima, Bagian akhir dan skripsi ini yaitu penutup yang 
merupakan kesimpulan yang menjawab dari pokok permasalahan yang ada, 









1. Kedudukan Perempuan dalam Hukum Kewarisan Perdata (BW) 
menggunakan asas keadilan dalam hukum kewarisan KUH Perdata antara 
bagian warisan yang diterima oleh laki-laki dan perempuan adalah sama 
dalam hak dan kewajibannya yaitu 1:1 sehingga tidak ada perbedaan 
bagian warisan yang telah diterima oleh laki-laki dengan perempuan dan 
hukum kewarisan KUH Perdata memiliki nilai keadilan yang terlebih 
sangat menekankan persamaan baik laki-laki maupun perempuan, jadi 
tidak terdapat adanya perbedaan dari keduanya. 
Kedudukan perempuan dalam Hukum Kewarisan Islam antara 
bagian yang diterima oleh anak laki-laki dan perempuan memiliki 
perbandingan 2:1 dimana bagian laki-laki lebih besar dua kali lipat 
dibandingkan dengan bagian perempuan, hal ini sesuai dengan surat an-
Nisa ayat 11. 
2. Pembagian harta waris, apabila setiap pihak ahli waris secara rela 
membaginya secara kekeluargaan, bisa dibagi secara kekeluargaan atau 
secara damai sesuai dengan kesepakatan setiap pihak yang terkait. Bahkan, 
berdasarkan hal tersebut, adalah sah apabila ada di antara ahli waris yang 
merelakan atau menggugurkan haknya dalam pembagian harta waris itu 
untuk diserahkan kepada ahli waris yang lain. Harta waris boleh dibagi 





Pembagian harta waris dalam bentuk dan cara apapun, semua itu 
ditujukan untuk kebaikan setiap orang, yang paling utama dari pembagian 
waris adalah bagaimana pembagian tersebut dapat memenuhi unsur 
keadilan serta kemaslahatan, setiap ahli waris hendaknya saling 
mengetahui berapa bagian harta warisnya masing-masing yang diterima 
menurut hukum Islam, kemudian dilakukan pembagian secara 
kekeluargaan yaitu dengan kesepakatan walau kadar pembagian antara 
laki-laki dan perempuan disini dapat berbeda dari aturan hukum Islam.     
 
B. Saran 
Penelitian ini merupakan sebagian kecil dari penelitian yang ada di 
Indonesia yang membahas mengenai rujuk maupun talak bain menurut hukum 
positif dan hukum Islam. Oleh karena itu, untuk mengkaji lebih jauh tentang 
materi ini, dapat melihat hasil penelitian yang lain, atau dengan melanjutkan 
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